BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari penulis yang telah dikemukakan sebelumnya,
perjanjian nominee sebenarnya dilarang dalam perundang-undangan di Indonesia.
Namun, bila melihat dari skema perjanjian nominee secara umum merupakan
perjanjian yang dapat dibuat oleh Notaris berdasarkan kewenangannya dalam akta
autentik. Asalkan berbentuk akta autentik, memenuhi semua unsur, syarat dari
perjanjian dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Dikarenakan Notaris dapat membuat perjanjian apapun dengan catatan
sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dan sesuai peraturan perundang-
undangan. Bila melanggar semua peraturan yang berlaku, maka perjanjian
nominee dilarang, seperti halnya dalam UUPM dan UUPA terdapat larangan

perjanjian nominee yang menimbulkan penyelundupan hukum.

Dalam Program pengampunan pajak, perjanjian nominee juga diperbolehkan
dan merupakan salah satu perjanjian yang dapat dilegalisasi oleh Notaris untuk
kepentingan proses pengampunan pajak. Dengan demikian, Notaris hanya
berwenang untuk membuat perjanjian nominee dalam bentuk akta autentik sesuai
kewenangannya dalam UUJN-P. Namun dalam konteks pengampunan pajak
Notaris tidak berwenang untuk membuat perjanjian nominee dalam bentuk akta
Autentik, maupun akta dibawah tangan. Melainkan hanya berwenang melegalisasi
akta dibawah tangan yang berupa perjanjian nominee seseuai dengan Peraturan
Menteri Keuangan. Walaupun tidak secara eksplisit dituangkan dalam UUJN-P
mengenai kewenangan Notaris dalam melegalisasi perjanjian nominee. Namun,
dalam Pasal 15 ayat (3) menjelaskan bahwa Notaris juga berwenang untuk
menjalankan kewenangan dari peraturan perundang-undangan yang lain. Maka
dari itu, Notaris berwenang melegalisasi perjanjian nominee yang diperlukan

untuk proses pengampunan pajak.
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5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan penjelasan permasalahan hukum yang telah
diteliti, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah harus lebih teliti dalam proses pembuatan Perundang-
undangan. Pembuatan perundang-undangan harus dibuat lebih jelas
dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang lain.

2. Dikarenakan perintah dari Peraturan Menteri Keuangan yang
kurang jelas, mengenai proses pengampunan pajak melalui
perjanjian nominee. Maka, Notaris dalam rangka program
pengampunan pajak harus mengetahui dan  memahami
kewenangannya hanya sebatas untuk melegalisasi perjanjian
nominee. Hal tersebut dilakukam agar tidak menimbulkan

permasalahan hukum dikemudian hari bagi para Notaris.
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